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PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA TERHADAP PELAJAR  
DI KABUPATEN BOYOLALI 
 
ABSTRAK 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim 
di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor 
penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan  narkotika, tapi dalam 
kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin 
meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Begitu pula dengan 
penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan 
pelajar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan begitu saja, namun 
harus menggunakan prosedur tertentu,  sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba 
oleh pelajar akan mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum serta dapat 
dilihat dari kajian seberapa besar ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan 
kepada pelaku tindak pidana penyelahgunaan narkoba  oleh pelajar.  Regulasi 
khusus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten 
Boyolali tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak 
Pidana Narkotika.  Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perlindungan anak yang bertujuan untuk mewujudkan 
Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak.  
Kata kunci : Penanganan Perkara, Tindak Pidana Narkoba , Pelajar 
 
ABSTRACT 
 Law enforcement of narcotics has been widely practiced by law 
enforcement officers and has received many judges' decisions in court. This law 
enforcement is expected to be able as preventive factor toward the spread of 
narcotic trade, but in reality it is more intensified in law enforcement, also it is 
more increased in narcotic trade distribution. It is similar with the law handling of 
drug abusers who committed by the students. The legislation’s rule can not be 
applied simply, but it must use certain procedures, so that the drug abusers who 
committed by the students will get special protection by law and can be seen from 
the study about the extent of punishment threat that can be imposed to the drug 
abusers committed by the students. Special regulation about drug crime 
committed by the students in Boyolali Regency still refers to Law No. 35 Year 
2009 about Narcotic Crime. The existence of District Rules of Boyolali Regency 
No. 14 Year 2013 about Child Protection aimed to realize the Boyolali Regency 
as the Children Eligible Regency. 
 
Keywords: Case Handling, Drug Crime, Students 
 
1. PENDAHULUAN  
Visi Indonesia Sehat 2010, ditandai dengan penduduknya hidup dalam 
lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau 
pelayanan kesehatan yang bermutu, serta memiliki derajat kesehatan yang 
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setinggi-tinggginya. Salah satu masalah penting yang dihadapi untuk 
mewujudkan visi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih populer dengan sebutan narkoba, 
terutama di kalangan generasi muda. Dari tujuh problem utama kesehatan 
remaja, yaitu merokok, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, keselamatan 
di jalan, kesehatan seksualitas, aktifitas fisik, gizi dan berat badan dan bunuh 
diri, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan menempati peringkat tertinggi 
dan merupakan tantangan paling besar dalam masalah kesehatan dan sosial. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan 
hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai 
faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan  narkotika, tapi 
dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin 
meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. 
Kejahatan narkotika masih menjadi masalah darurat yang menimpa 
Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju 
perkembangan penyalahgunaan narkotika yang telah merenggut banyak nyawa 
dan masa depan anak bangsa ini. Banyaknya penyalahgunaan Narkotika oleh 
remaja masih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya 
Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar 
penanganan Tindak Pidana Narkotika untuk menggantikan Undang-undang No 
22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.  
Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkoba yang dilakukan pelajar di Kabupaten Boyolali berbagai upaya telah 
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dilakukan, salah satu upaya yang dilakukan oleh wilayah tersebut adalah 
dibuatnya kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
tentang Kota Layak Anak. Kebijakan Kota Layak Anak ini merupakan sebuah 
langkah Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memenuhi hak-hak anak 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yang ini secara 
tidak langsung termasuk mengantisipasi anak agar tidak menjadi korban 
dan/atau menjadi pelaku kejahatan.
1
 Dalam hal anak sebagai korban dan pelaku 
kejahatan ini termasuk pula kejahatan narkoba, dan di Kabupaten Boyolali 
penanganan terhadap anak dalam arti pelajar yang berhubungan dengan 
masalah hukum khususnya narkoba dan ada penanganan khusus. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait dengan regulasinya dan 
berkaitan dengan kekhususan dari penanganan itu yang dapat dilihat dari 
lamanya ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelajar yang 
bersangkutan. 
 
2. METODE PENELITIAN   
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,
2
 yaitu untuk 
memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma 
penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku pelajar dan hambatan-
hambatan baik secara Yuridis maupun Empiris, khususnya di Kabupaten 
Boyolali.  Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan 
                                                          
1
  Eko Ari Wibowo, Kuswardani dan Bambang Sukoco,  Kebijakan Kota Layak Anak di 
Kabupaten Boyolali dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak, dalam 
http://eprints.ums.ac.id/40848/21/NASKAH%20PUBLIKASI%20r.pdf , diakses Jum’at 29 
September 2017 pukul 14.00 WIB 
2
 Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 35. 
“Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, 
dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau 
faktor-faktor tertentu.”  
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empiris, dari sisi yuridis penelitian akan mengkaji tentang peraturan hukum 
yang berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana 
Narkoba terhadap pelajar secara nasional maupun di Kabupaten Boyolali. Sisi 
empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik 
penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali 
dan hambatannya. Analisis empiris yang akan digunakan adalah data yang 
didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan 
dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model analysis constant 
comparative, rationalistic comparative dan kualitatif-logis. Teknik analisis 
dilakukan dengan menggunakan metode theoritical Intepretation, serta diskusi 
interprestasi, dengan pola pikir secara induktif-deduktif dan pola penalaran 
secara rasionalismesillogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis 





3. HASIL PENELITIAN  
Regulasi khusus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 
pelajar di Kabupaten Boyolali tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 
tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses penyelesaiannya 
mengacu pada undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Namun secara preventif Kabupaten Boyolali memiliki regulasi 
yang terkait dengan masalah anak dengan menggunakan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak yang 
bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Layak 
                                                          
3
 Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif”, 2006, hal. 11. 
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Anak. Berdasarkan Hasil penelitian yang sudah tentang Kebijakan Kota Layak 
Anak di Kabupaten Boyolali dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
Anak
4
 bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten 
Boyolali memiliki peran, fungsi dan tugas masing -masing. Meskipun peran 
sentral dalam mewujudkan Kota Layak Anak berada dipundak Badan 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
(BP3AKB).  Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali secara tersurat tidak 
menyebutkan secara khusus tentang penanganan tindak pidana narkoba, namun 
perda tersebut bersubstansi langkah-langkah atau upaya pemerintah  Kabupaten  
Boyolali dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur 
dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002   
Tentang Perlindungan Anak.  
POLRES Boyolali bekerjasama dengan Universitas Boyolali dan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam rangka melakukan 
langkah-langkah penanggulangan Tindak Pidana Narkoba melakukan beberapa 
kegiatan secara berkala dengan menyelenggarakan penyuluhan tentang Bahaya 
Narkoba dengan sasaran Kelompok-kelompok Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, 
serta Sekolah-sekolah di Kabupaten Boyolali. Upaya demikian ini apabila 
dilihat dari strategi penanggulangan kejahatan narkoba terhadap pelajar, 
menggunakan strategi berpikir dengan pendekatan situasional.
5
 Menurut data 
yang diterima penulis Tim Pencegahan peredaran narkoba maupun pengguna 
Miras di Kabupaten Boyolali melakukan program kerja berupa pembuatan peta 




  M. Kemal Dermawan,” Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada 
Konteks Kejahatan”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 34 No. III Juni 2001, hal. 41. 
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rasio Narkoba dan Miras, Sosialisasi bahaya Narkoba kepada generasi muda, 
membentuk pusat informasi, serta dalam situasi tertentu tim akan melakukan 
razia di wilayah rawan Narkoba dan Miras di Boyolali. Sedangkan Peran aktif 
orang tua sangatlah dibutuhkan, karena orang tua berperan dalam melahirkan 
generasi-generasi yang berkualitas dan bertanggungjawab. Orang tua memiliki 
tanggungjawab untuk mendidik, mengarahkan, dan mengawasi pergaulan 
anak-anaknya.  
Dalam Proses penanganan  Kasus Penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh Pelajar  tidak dapat menggunakan proses penanganan yang 
diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 
pelaku yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan 
lain dalam UndangUndang ini. Karena dalam perkara  ini pelaku masih dapat 
digolongkan sebagai anak, selain itu untuk melindungi hak-hak anak  haruslah 
menggunakan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak, karena didalam undang-undang tersebut telah diatur bagaimana 
penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak serta hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada pelaku. dalam penangan tindak pidana yang dilakukan 
oleh pelajar diutamakan upaya-upaya Diversi. Sedangkan Diversi yang 
dimaksud  adalah musyawarah yang dilakukan antara korban, pelaku, 
orangtua/wali, aparat penegak hukum, pembimbing pemasyarakatan, 
perwakilan masyarakat, dinas sosial, yang termasuk dalam upaya yang terjadi 
dalam proses peradilan. Namun apabila penyelesaian perkara tidak diselesaikan 
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melalui proses diversi, maka dilanjutkan ke pemeriksaan dengan upaya jalur 
penal.  
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Heru Kepala Sie Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali bahwa dalam perkara ini 
beranjak dari penggunaan dan berkas yang disampaikan Polres ke Kejaksaan 
dimana adanya permintaan Splitsing Berkas oleh Kejaksaan karena pada waktu 
ditangkap, pelaku dalam posisi membawa bukan saat menggunakan, dengan 
kemudian diantara kedua pelaku mendapatkan penanganan sendiri, dengan 
dasar bahwa ancaman pidana pengguna dan pelaku lebih berat ancaman pidana 
bagi pelaku yang membawa.
6
 Serta berdasarkan adanya surat pernyataan dari 
pelaku yang telah  mengakui bahwa telah menggunakan narkotika jenis shabu 
dan anak telah menyesali perbuatannya, serta telah menyanggupi untuk 
melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 
sampai dengan sembuh dan akan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan 
dengan narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Maka Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Boyolali mempertimbangkan untuk menyepakati bahwa 
Diversi yang dilakukan dalam musyawarah dihadapan jaksa anak, dan 
disaksikan oleh pihak orang tua anak dan pembimbing Kemasyarakatan, serta 
penasehat hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
dan sepakat untuk  mengabulkan untuk menerapkan adanya diversi dalam 
kasus ini. 
Dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah 
                                                          
6
  Heru, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, 2 Agustus 2017, 
Pukul 11:15 WIB. 
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melakukan  pendampingan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana 
narkoba, karena pelaku yang merupakan pelajar berumur dibawah 18 tahun, 
maka pelaku masih dilindungi oleh Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini pelaku wajib mendapatkan 
pendampingan oleh pihak-pihak yang dipercayai oleh Orang Tua ataupun wali. 
Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) beserta tim terpadu sebagai 
wujud langkah konkrit pemerintah untuk memberikan perlindungan Anak dan 
hak-hak anak yang berurusan dengan hukum. Peran P2TP2A pada tindak 
pidana ini dalam rangka pendampingan kejiwaan serta memfasilitasi pelaku 
unutk mengklarifikasi kasus tersebut, memfasilitasi pelaku dibawah anak 
tersebut untuk tidak dihukum dan dapat dilakukan diversi, serta melanjutkan 
sekolah tanpa mendapatkan hukuman penjara. 
Dalam proses penanganan perkara ini, Pengadilan Negeri Kabupaten 
Boyolali pada pelaku pertama berinisial “K” menyatakan bahwa pelaku 
pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seperti apa yang didakwakan, 
membebaskan pelaku dari segala hukuman dari apa yang didakwakan, 
menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “percobaan 
atau pemufakatan dalam tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau 
melawan hokum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman”, menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku dengan pidana pengawasan selama 1 tahun dan pidana 
berupa pelatihan kerja disekolah, memerintahkan kepada penuntut umum anak 
supaya pelaku dikeluarkan dari tahanan kota. Membebankan kepada pelaku 
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untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah). 
Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali mengeluarkan Surat Penetapan Diversi 
berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang 
bersangkutan terhadap pelaku dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali 
bagi pelaku pengguna narkotika.  
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak, bahwasanya pemerintah daerah memberikan jaminan 
kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk 
keberlangsungan pendidikan. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan kepada 
pelaku yang bersangkutan untuk mendapatkan pidana pengawasan dan 
pelatihan kerja disekolah, sehingga dalam hal ini untuk menjamin 
keberlangsungan sekolah anak maka pelaku dipindahkan ke sekolah lain yang 




Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan 
pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba terhadap  
pelajar di Kabupaten Boyolali mengacu pada undang-undang No. 11 
tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun secara 
preventif Kabupaten Boyolali memiliki regulasi yang terkait dengan 
masalah anak dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak yang 
bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten 
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Layak Anak. Dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap 
pelajar di Kabupaten Boyolali dilakukan upaya penal yang 
menitikberatkan pada upaya represif, dan upaya non penal yang 
menitikberatkan pada upaya preventif. Dalam Upaya represif, para 
pihak yang berwajib menangani penyelesaian perkara tindak pidana 
narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten Boyolali telah 
melakukan kewajibanya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, 
serta berupaya untuk mengutamakan tindakan diversi untuk melindungi 
hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sedangkan pada upaya non penal, 
POLRES Boyolali bekerjasama dengan Universitas Boyolali dan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam rangka 
melakukan langkah-langkah penanggulangan Tindak Pidana Narkoba 
melakukan beberapa kegiatan secara berkala dengan menyelenggarakan 
penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dengan sasaran Kelompok-
kelompok Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, serta Sekolah-sekolah di 
Kabupaten Boyolali. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan Kabupaten 
Boyolali bebas dari Narkoba termasuk dalam memberikan pengertian 
kepada pemuda dan pelajar agar menjadikan generasi muda yang bebas 
dari narkoba dan miras. Sehingga dari langkah-langkah tersebut telah 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 
2013 Tentang Perlindungan Anak dan mewujudkan Kabupaten Boyolali 
sebagai Kabupaten Layak Anak. 
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b. Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar 
tersebut terdapat hambatan berupa Dark Number maksudnya bahwa 
dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat terdapat banyak 
masalah  tindak pidana narkoba oleh pelajar namun kenyataannya yang 
dilaporkan masyarakat itu sedikit hal ini disebabkan karena masih 
lemahnya peran masyarakat dalam  melaporkan tindak pidana kepada 
aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat 
penulis dari setiap badan atau lembaga yang menangani perkara ini. hal 
demikian merupakan dilematika aparat penegak hukum untuk 
menegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak dapat bertindak 
sesuai dengan tugasnya apabila tidak terdapat laporan maupun aduan 
dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. 
4.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
memberikan saran :  
a. Bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak haruslah mengutamakan tindakan Restoratif Justice 
dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh 
anak serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki 
kesalahannya.  
b. Kepada pihak sekolah haruslah memberikan tindakan-tindakan secara 
preventif untuk memberikan pembelajaran dan ilmu-ilmu yang baik 




c. Kepada orang tua dapat memberikan pendidikan agama, pengawasan, 
dan perlindungan kepada anak agar dapat menjauhi tindakan-tindakan 
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